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BAHAN LPPD 2021
AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1. Capaian Kinerja Makro
1.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
1.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan
Laporan Kinerja Tahun 2021 periode RPIJMD 2016-2021 Laporan ini berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten
Banjar dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Kinerja ini pada prinsipnya mengungkap capaian sasaran
terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya dalam RPJMD, disertai
pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas
keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran. Sebagai keutuhan
informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan
Pengukuran Kinerja 2021.

Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 10 kinerja utama atau sasaran
strategis mencakup 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2021
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar, menunjukan bahwa rata-
rata capaian kinerja sasaran yaitu 89,86% masuk dalam Kategori TINGGI.
Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen
dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja

seperti dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja
INTERVAL NILAI REALISASI KRITERIA PENILAIAN

NOMOR

KINERJA REALISASI KINERJA
1 91% < 100% Sangat Tinggi
2 76% < 90%
3 66% < 75% Sedang
4 51% < 65% Rendah
5 < 50%

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

1.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, target kinerja Pemerintah Kabupaten

Banjar tahun 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Sasaran/Kinerja Utama, Indikator, Target dan
Perangkat Daerah Penanggung Jawab tahun 2021

SASARAN/KINERJA PERANGKAT DAERAH

NG UTAMA INDIKATOR TARGET PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya Angka 8,44 1. Dinas Kebudayaan dan
nuansa kehidupan Kriminalitas Pariwisata
beragama Persentase 100 2. Sekretariat Daerah
mas_yarakat dalam kesepakatan 3. Dinas Pendidikan
keh_ldupan sehari- Forum 4 Sat lisi P
hari Kerukunan Umat a gan polist Famong
Beragama Praja
(FKUB) yang 5. Dinas Pemuda dan
ditindaklanjuti Olahraga
Persentase 100 6. Badan Kesatuan
potensi konflik Bangsa dan Politik
SARA yang
diselesaikan
2 Meningkatnya Indeks 69,35 1. Dinas Pendidikan
kualitas sumber daya  pembangunan 2. Dinas Perpustakaan
manusia Manusia (IPM) dan Kearsipan
Pertumbuhan 1,48 3. Dinas Kebudayaan
Penduduk dan Pariwisata
4. Dinas Kesehatan
5. RSUD Ratu Zalecha
6. Dinas Ketahanan
Pangan
7. Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pember-
dayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
8. Dinas Pemuda dan
Olahraga
3 Menurunnya Tingkat 2,73 1. Dinas Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran dan Transmigrasi
pengangguran Terbuka
4 Meningkatnya derajat Persentase 2,45 1. Dinas Sosial
Kesejahteraan sosial ~Penduduk miskin 2. Dinas Pengendalian
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NO

SASARAN/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

TARGET

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

/ tingkat
kemiskinan

Penduduk,
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Keluarga

Menurunnya risiko
bencana

Indeks Risiko
Bencana

158

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Meningkatnya
inklusifitas
pertumbuhan
ekonomi daerah

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

5,43

Indeks Gini

0,32

Laju Inflasi

3,75

Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Dinas Pekerjaan
Umun dan Penataan
Ruang

Dinas Peternakan dan
Perkebunan

Dinas Perikanan
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

72,10

Dinas Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
konektivitas antar
wilayah

Persentase
konektvitas

78,73%

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Dinas Perhubungan

Meningkatnya
kelayakhunian

Persentase
pemukiman layak
huni

79,00%

Dinas Perumahan dan
Permukinan

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Dinas Lingkungan
Hidup

Satuan polisi Pamong
Praja

10

Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintahan

Indeks Reformasi
Birokrasi

77

Indeks Perilaku
Anti Korupsi

30

Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengem-
bangan Sumber Daya
Manusia

Inspektorat
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NO

SASARAN/KINERJA
UTAMA

INDIKATOR

TARGET

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Badan Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pemerintah Desa
Kecamatan
Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik
dan Persandian
Unit Layanan
Pengadaan
(ULP)/Bagian
Pengadaan Barang
Jasa
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Satuan polisi Pamong
Praja
Dinas Pertanahan
RSUD Ratu Zalecha
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Pendapatan
Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah

Sumber : Perbup Banjar Nomor 48 Tahun 2021

1.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian

Kinerja

Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 10 sasaran strategis mencakup

16 indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2021 menunjukan bahwa

rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu 89,86% masuk dalam Kategori Tinggi.

Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen

dan perangkat daerah yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Perjanjian kinerja tahun 2021, Capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Banjar Tahun 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.3 Capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021

pemerintahan

Korupsi

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAI(DO/'?)‘)lAN PREDIKAT
1 Meningkatnya Angka Kriminalitas 8,44 7,00 100% Sangat
nuansa Tinggi
kehidupan Persentase 100% 100% 100% Sangat
beragama kesepakatan Forum Tinggi
masyarakat Kerukunan Umat
dalam Beragama (FKUB)
kehidupan yang ditindaklanjuti
sehari-hari Persentase potensi 100% 100% 100% Sangat
konflik SARA yang Tinggi
diselesaikan
2  Meningkatnya Indeks 69,35 69,89 100% Sangat
kualitas Pembangunan Tinggi
sumber daya Manusia (IPM)
manusia Pertumbuhan 1,48 0,86 100% Sangat
Penduduk Tinggi
3 Menurunnya Tingkat 2,73 3,98 54,21% Rendah
Tingkat Pengangguran
pengangguran  Terpuka
4 Meningkatnya Persentase 2,45% 3,04% 75,92%
: penduduk miskin /
derajat tingkat kemiskinan
Kesejahteraan 9
sosial
5 Menurunnya Indeks Risiko 158 165,12 95,49% Sangat
risiko bencana Bencana Tinggi
6 Meningkatnya | aju Pertumbuhan 5,43 3,21 59,12% Rendah
inklusifitas Ekonomi
pertumbuhan  “pdeks Gini 032 032 100% Sangat
ekonomi Tinggi
daerah Laju Inflasi 375 2,53 100% Sangat
Tinggi
7  Meningkatnya Indeks Kualitas 72,10 67,27 93,30% Sangat
kualitas Lingkungan Hidup Tinggi
lingkungan
hidup
8 Meningkatnya  Persentase 78,73%  98,81% 100% Sangat
konektivitas konektvitas Tinggi
antar wilayah
9 Meningkatnya Persentase 79,00%  89,73% 100% Sangat
kelayakhunian  pemukiman layak Tinggi
huni
10 Meningkatnya Indeks Reformasi 77 53,76 69,82% Sedang
kualitas tata Birokrasi
kelola Indeks Perilaku Anti 3 N/A

Sumber : diolah dari berbagai data.

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 memperoleh nilai rata-rata capaian

89,86% dengan kategori Tinggi. Dari 16 indikator yang dilakukan pengukuran,

terdapat satu indikator yang tidak dapat diukur, karena merupakan indikator baru

dan pelaksanaan pengukuran harus melalui survei, sehingga di tahun 2021 belum

ada angka hasil survei.
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Berikut ini rincian pencapaian 15 indikator kinerja utama (IKU) dengan
capaian meliputi :
1) 11 IKU (73,33%) dengan kategori Sangat Tinggi
2) 11KU (6,67%) dengan kategori Tinggi
3) 1IKU (6,67%) dengan kategori Sedang
4) 2 1KU (13,33%) dengan kategori Rendah
5) 0 IKU (0%) dengan kategori Sangat Rendah.

TINGKAT CAPAIAN IKU TAHUN 2021

sangat rendah
0%

7%

rendah
13%

tinggi M sangat tinggi

7%

M tinggi
sangat tinggi sedang
73% rendah

M sangat rendah

Secara rinci capaian per-indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Banjar
Tahun 2021, sebagai berikut :

1. INDIKATOR ANGKA KRIMINALITAS

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu maka ditetapkan
tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari, hasil capaiannya diukur melalui indikator yaitu Angka Kriminalitas.
Angka Kriminal merupakan angka yang dapat menunjukan tingkat kerawanan
suatu kejahatan pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu, semakin tinggi
Angka Kriminalitas maka tingkat kerawanan suatu daerah semakin tinggi pula,
begitu juga sebaliknya. Angka Kriminal adalah angka kejahatan per 10.000
penduduk. Indikator Angka Kriminalitas untuk mengukur pencapaian tujuan
Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari merupakan indikator proxi (pendekatan) karena sulit menemukan indikator
yang Smart untuk mengukur hasil dari pengamalan nilai-nilai agama. Apabila nilai-
nilai agama diamalkan maka orang tersebut akan memiliki akhlak yang baik dan

>16 I%
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tentu tidak akan melanggar norma dan peraturan yang berlaku serta tidak akan
melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Angka kriminalitas didapat dari jumlah tindak pidana yang terjadi di
Kabupaten Banjar berdasrkan data dari Kepolisian Resort Di Kabupaten Banjar
yang terhimpun dalam buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022 BPS Kabupaten
Banjar, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Tindak Pidana Di Kabupaten Banjar

m @ @) @ ) )
Polres Banjar
01. Satreskrim 134 150 116
02. Polsek Gambut 25 3 28 31 37
03. Polsek Kertak Hanyar 3 32 39 53 43
04. Polsek Sungai Tabuk 22 24 34 20 28
05. Polsek Martapura Kota 40 58 41 54 45
06. Polsek Martapura Timur 8 16 17 19 1
07. Polsek Martapura Barat 10 n 20 12 7
0&. Polsek Astambul 16 12 19 27 12
09. Polsek Karang Intan 14 8 - 26 12
10. Polsek Aranio 5 6 1
11. Polsek Belimbing 1 9 1
(5ungai Pinang)
12. Polsek Pengaron 9 3
13. Polsek Sambung Makmur 6 3
14. Polsek Mataraman 15 18 28 i | 18
15. Polsek Simpang Empat 19 mn 22 3 21
Polres Banjarbaru
16. Polsek Aluh-Aluh 20 mn 1 8 ]
17. Polsek Beruntung Baru 5 6 5 6 3

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.

Dari tabel tersebut, jumlah tindak pidana di Kabupaten Banjar tahun 2021
sebanyak 369 kejadian yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banjar, angka
ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tindak pidana tahun
sebelumnya. Dari jumlah tindak pidana dapat dihitung angka kriminalitas dengan
rumus :

Angka kriminalitas = (jumlah tindak pidana : jumlah penduduk) x 10.000

= (369 :527.109) x 10.000
=7,00

Capaian Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2021 adalah 100%
didapat dari realisasi sebesar 7,00 dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 8,44. Capaian sebesar 100% ini masuk dalam kategori sangat tinggi.

Apabila tahun 2020 capaiannya tidak memenuhi terget karena adanya
pandemi covid-19 dimana sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang

>17 1%
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cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh
beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahan
melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa
perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya
pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang
krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan
penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hungan kerja secara terpaksa
terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk
melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak
bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial
bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga berdampak
bagi keluarga yang sudah berumahtangga yang menyebabkan hal ini semakin
rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Di tahun 2021 yang merupakan tahun kedua masa pendemi covid 19
telah menjadikan adaptasi kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat, dimana
sebagian masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa sehingga tindak kejahatan
menurun pada tahun ini.

Faktor keberhasilan ini di dukung oleh Program Peningkatan
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banjar. Dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran kegiatan ini
adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan penggunaan
miras dan narkoba, membawa sajam dan praktek perjudian. Sub Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Telah terlaksana seluruh
kegiatan penyuluhan bagi masyarakat sebagai upaya penurunan Kkasus
kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah : 1) Karena adanya kerjasama dan
koordinasi yang intensif dengan institusi terkait (TNI/Polri). 2) Diperkirakan akibat
adanya pandemi Covid-19 dimana ruang gerak dan aktivitas masyarakat dibatasi
oleh Pemerintah dan aparat keamanan, sehingga turut mendongkrak penurunan
tindak kriminal Pekat.

Untuk peningkatan capaian kinerja, perlunya dukungan dan komitmen dari
pemerintah daerah dalam mendukung sasaran ini karena pencapaian sasaran ini

perlu bersinergi dengan instansi diluar pemerintah daerah seperti pihak kepolisian.
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2. PERSENTASE KESEPAKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) YANG DITINDAKLANJUTI

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk
oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun,
memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan
kesejahteraan. FKUB yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tugas FKUB
kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat,
menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota. FKUB kabupaten kota juga
melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan
pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara
pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh
bupati/walikota, dan memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian
perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota. Keanggotaan FKUB
terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama baik
yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas
keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai
panutan.

Sepanjang tahun 2021 kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten
Banjar sangat damai dan harmonis, kondisi ini harus dirawat dengan
meningkatkan koordinasi juga mampu mengantisipasi potensi yang dapat
berdampak pada konflik antar umat beragama. Hal ini ditunjukan dengan capaian
indikator kinerja utama Persentase Kesepakatan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Yang Ditindaklanjuti sebesar 100% dari target yang ditetapkan
sebesar 100%, dengan capaian 100% pada kategori Sangat Tinggi.

Faktor keberhasilan di tunjang oleh Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan sasaran
program adalah meningkatnya fasilitasi untuk kegiatan pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dengan indikator kegiatan persentase mediasi/fasilitasi
penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat. Untuk tahun 2021 ada satu

kasus yang difasilitasi/dimediasi penyelesaiannya yakni terkait laporan adanya
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ajaran atau Tarigot menyimpang didusun Hauling, desa Paramasan Bawah
Kecamatan Paramasan.

Program ini di dukung satu kegiatan yakni kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya, dimana sasaran kinerja dan indikator kinerjanya sama dengan sasaran
dan indikator kinerja programnya, sehingga capaian realisasinya pun sama.
Adapun Sub Kegiatan dibawah kegiatan ini adalah sub kegiatan Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan sasaran kinerja terlaksananya
fasilitasi kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan,
ketahanan ekonomi, dan sosial budaya dengan jumlah kegiatan dengan target 4
kegiatan, realisasi 4 kegiatan sehingga persentase capaiannya sebesar 100
persen.

Keseluruhan kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 4 kegiatan telah terlaksana dengan
baik. Harapannya kedepan kegiatan ini dapat terus berlangsung dalam upaya

menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Banjar.

3. PERSENTASE POTENSI KONFLIK SARA YANG DISELESAIKAN

SARA merupakan akonim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan,
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konsep SARA tertuang
pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga
konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan.
perspekif yang diyakininya daiam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA
selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prima dari gejolak sosial
tersebut. politisasi SARA muncul karena identitas telah dikapitalisasi untuk
kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu, akar permasalahan dari politisasi SARA
bukan semata disebabkan oleh masyarakat, tetapi para elite politik.

Hasil pemetaan, politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA) masuk di tiga bidang, yakni politik, sosbud, dan hankam. Di bidang politik,
politisasi SARA menjadi potensi hambatan terbesar, disusul potensi hambatan
lain, seperti konflik horizontal antarpendukung pasangan calon, gangguan
keamanan, kekurangsiapan penyelenggara pemilu, dan Kketidaknetralan
penyelenggara pemilu. Di bidang sosbud, politisasi SARA juga dianggap paling
berpotensial menghambat pelaksanaan kontestasi, yakni sebesar 40 persen.

Potensi hambatan lain adalah intoleransi (21 persen), radikalisme (10 persen),



BAHAN LPPD 2021
AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

rasa saling curiga dalam masyarakat (7 persen), dan hoaks (7 persen). Di bidang
hankam, potensi konflik sosial dan politisasi SARA itu melebur menjadi satu
sebesar 42,5 persen, menyusul kemudian aksi terorisme (16,2 persen),
keberpihakan aparat (14,1 persen), dan radikalisme (6,1 persen). Politisasi SARA
bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal. Ketika itu
terjadi, masyarakat akan makin terpecah.

Target tahun 2021 persentase potensi konflik sara yang diselesaikan
sebesar 100% tersealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam
kategori Sangat Tinggi. Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi kasus SARA, potensi
Konflik SARA bisa diselesaikan dengan terus melakukan monitoring dan
pemantauan pada kawasan-kawasan rawan terjadinya konflik dan terus menerus
melakukan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat.
Kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri
dalam meredam kerawanan dan potensi konflik terus ditingkatkan setiap waktu.

Program pendukung keberhasilan adalah Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial. Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan konflik
sosial dengan target Kasus terkait isu SARA ditargetkan 0 kasus, adapun
realisasinya pada tahun 2021 tercatat tidak ada laporan kasus SARA sehingga
capaiannya adalah 100 persen (Berhasil). Program ini di dukung satu kegiatan
yakni kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dimana sasaran kinerja
dan indikator kinerjanya sama dengan sasaran dan indikator kinerja programnya,

sehingga capaian realisasinya pun sama.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang
komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,
memiliki sikap positif dan berwawasan , serta memiliki kemampuan, keterampilan
dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor
pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) adalah yang terkandung dalam diri
manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan
transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang
terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan
yang seimbang dan berkelanjutan. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya
manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah daerah.

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu
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daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan
ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan
pendidikan kepada penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk,
menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan
akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam
yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status
kemampuan dasar penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama
Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur
akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan,
pendidikan, dan pengeluaran. Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun
2021 adalah sebesar 100% didapat dari realisasi sebesar 69,89 dibandingkan
dengan target yang ditetapkan sebesar 69,35, angka ini sekaligus sebagai angka
akhir RPIJMD. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100 % masuk dalam
capaian kategori Sangat Tinggi. IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun
kondisinya selalu mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 — 2021.

(U] (2) 3) (4) (5) (8)

Kabupaten/Regency

Tanah Laut 68,00 68,49 69,04 69,38 69,87
Kotabaru 67,79 68,32 68,95 68,86 69,13
Banjar 67,77 68,32 68,94 69,18 69,89
Barito Kuala 64,93 65,91 66,24 66,22 66,64
Tapin 68,70 69,53 70,13 70,11 70,31
Hulu Sungai Selatan 67,80 68,41 68,80 68,85 69,21
Hulu Sungai Tengah 67,78 68,32 68,80 68,84 69,05
Hulu Sungai Utara 64,21 65,06 65,49 65,59 66,12
Tabalong 70,76 71,14 71,78 72,19 72,60
Tanah Bumbu 69,12 70,05 70,50 70,71 71,00
Balangan 67,25 67,88 68,39 68,82 69,11

Kota/Municipality
Banjarmasin 76,46 76,83 77,16 77,10 7757
Banjar Baru 78,32 78,83 79,22 79,10 79,26

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.
Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong

peningkatan IPM yang merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang
pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang.

>1.12 I%
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Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu
perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan),
peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan

bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK
Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai
program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,
pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh
dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan
pengaturan perkawinan serta kehamilan. Penduduk adalah modal dasar
pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan,
laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi
keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat
menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas
penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah
sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dua
komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan
dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran,
kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek
komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status
perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur
adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai
program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,
pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh
dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan

pengaturan perkawinan serta kehamilan.
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Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar, dapat dilihat dalam tabel
berikut :
Tabel 2.6. Data Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

m @ e @ s

01. Aluh-Aluh 28 363 28478 0,38 0,30
02. Beruntung Baru 14 254 14 367 0,76 0,59
03. Gambut 44751 45723 2,14 1,62
04. Kertak Hanyar 45489 46196 1,52 1,16
05. Tatah Makmur 12 545 12712 13 1,00
06. Sungai Tabuk 64 890 65744 1,29 0,99
07. Martapura 121153 123 287 173 132
08. Martapura Timur 29370 29395 0,06 0,06
(9. Martapura Barat 18833 19029 1.0 0,78
10. Astambul 34531 34693 0,44 0,35
11. Karang Intan 34912 35362 126 0,97
12. Aranio §982 9059 0,83 0,64
13. Sungai Pinang 13938 13942 -0,39 0,02
14. Paramasan 3755 3756 -1,11 0,02
15. Pengaron 16 557 1o 641 048 0,38
16. Sambung Makmur 11841 11976 1,11 0,85
17. Mataraman 24 586 24 685 037 0,30
18. Simpang Empat 22927 23081 -3,25 0,50
19. Telaga Bauntung 331 3344 0,63 0,50
20. Cintapuri Darussalam 10 636 10639 - 0,02

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2021 mengalami
penurunan di banding tahun 2020, hal ini menunjukan keberhasilan menekan laju
pertumbuhan penduduk. Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2021
adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 0,86% dibandingkan dengan target
yang ditetapkan sebesar 1,48%, dimana capaian ini sekaligus capaian akhir
RPJMD. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banjar. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%
masuk dalam capaian kategori Sangat Tinggi. Bila dilihat perkembangan selama
lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), tingkat pertumbuhan penduduk
menunjukkan tren yang baik (menurun).

Faktor Pendorong pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat
Pertumbuhan Penduduk : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan mensyaratkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita
dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19
(sembilan belas) tahun; 2) Tercapainya target pada indikator Program yang
mendukung sasaran; 3) Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari
APBN vyaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga
Berencana) yang mendukung pencapaian target kinerja.

Faktor Penghambat pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat
Pertumbuhan Penduduk: 1) Kurang meratanya persebaran penduduk, dimana
sebaran penduduk di Kecamatan Martapura lebih padat daripada penduduk di
kecamatan lainnya di Kabupaten Banjar; 2) Persepsi masyarakat terhadap
pernikahan usia muda dengan alasan supaya terhindar dari berbagai hal yang
akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke dalam jurang kemaksiatan, supaya
terhindar dari pergaulan bebas, dapat meringankan beban hidup salah satu pihak
dari keluarga, dan belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.

Upaya yang dilakukan : 1) Meningkatkan peran kader KB di tingkat Desa
dalam hal pembinaan kepada masyarakat. 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
yang menunjang pelayanan KB di masyarakat. 3) Memfokuskan kegiatan pada hal
yang benar-benar dapat memberi nilai ungkit yang besar terhadap pencapaian
target. 4) Pemerintah daerah sangat mensupport agar program nasional untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai yaitu dengan
cara masyarakat yang belum ber KB diajak dan diberikan edukasi tentang
pentingnya Keluarga Berencana. 5) Membangun kesepahaman dengan
Kementerian Agama Bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai
idealnya usia pernikahan di kalangan remaja dan pentingnya menjaga kesehatan
reproduksi bagi wanita. 6) Peningkatan kinerja kampung KB dengan optimalisasi
kerja sama lintas sector dimana tujuan utamanya adalah mengintegrasikan
kegiatan SKPD guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan,advokasi dan
KIE keluarga berencana bagi masyarakat khususnya yang masih berada di desa
tertinggal.

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
Salah satu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menyasar pada kemampuan
pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini secara
tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam aktifitas
ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu, pertumbuhan
ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan multiplier efek besar

bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya, perhatian pemerintah
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sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang padat
tenaga kerja. Semakin pertumbuhan ekonomi inklusif, maka tingkat pengangguran
juga akan berangsur menurun. Dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten
Banjar dapat terlihat persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha
yang dapat dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian
dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja dikelompokkan
dalam delapan sektor lapangan usaha Sebagian besar penduduk Kabupaten
Banjar bekerja di sektor pertanian (33,52%) dan sektor perdagangan sebesar
19,52 persen, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,58%).
Sedangkan untuk pertambangan walaupun menjadi salah satu dalam tiga kategori
lapangan usaha unggulan di Kabupaten Banjar namun untuk pekerjanya hanya
sebesar 3,05 persen, hal ini mengindikasikan bahwa pertambangan termasuk
industri padat modal.

Perhitungan tingkat pengangguran terbuka didapat dari perbandingan

antara jumlah pengangguran terbuka dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Angka

angkatan kerja dan pengangguran terbuka sebagai berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Banjar Tahun 2021

m P ) 3) )

|. Angkatan Kerja/Economically Active 185370 130 114 315484
1. Bekerja/Working 174 236 128 680 302916
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment 11134 1434 12568
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active 40813 89025 129 838
1. Sekolah/Attending School 8613 12619 21232

2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping 13055 64369 77424

3. Lainnya/Others 19145 12037 31182

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.

Perhitungan tingkat pengangguran terbuka, yaitu :
= (Jumlah penggangguran terbuka : jumlah angkatan kerja ) x 100%
= (12.568 : 315.484 ) x 100%
= 0,0398 x 100%
=3,98
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Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 3,98
dari target sebesar 2,73 dengan capaian 54,21%, termasuk dalam kategori
Rendah. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan
ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat
pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara
penduduk yang setengah menganggur (under employement), pengangguran tak
kentara (disguised unemployement), dan pengangguran tersembunyi (hidden
unemployement) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

Faktor Pendukung : 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banjar terus mengalami. Perubahan TPAK tidak terlepas dari dinamika
jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran yang akan mempengaruhi
tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini berarti bahwa lapangan kerja di
Kabupaten Banjar memiliki kemampuan mengurangi tingkat pengangguran secara
bertahap. 2) Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang
ada. Sehubungan dengan itu, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya
produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi
dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah
pengangguran. 3) Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruh pengangguran terbuka. pertumbuhan ekonomi yang yang
bertumbuh negative di tahun 2020 akan berdampak pada pemutusan hubungan
kerja yang artinya jumlah pengangguran akan bertambabh.

Faktor Penghambat : 1) Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah
dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena sebab kelahiran dan
kematian maupun karena migrasi. 72,55 persennya dari jumlah penduduk
kabupaten Banjar merupakan jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk
Kabupaten Banjar selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan
ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja 2) Tenaga kerja
yang ada tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, karena tidak memiliki
keahlian tertentu. 3) Besarnya penawaran lapangan kerja belum sebanding
dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, akibatnya, akan ada
angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia
atau yang disebut dengan pengangguran.

Upaya yang dilakukan pemerintah : 1) Upaya pemerintah dalam
mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan
lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar
lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha. 2) Pemerintah Kabupaten

Banjar setiap tahunnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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mengagendakan Job Fair sebagai upaya untuk memfasilitasi para pencari kerja
untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya. 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan
kegiatan dalam percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan
atau pendidikan khusus untuk menciptakan wirausaha baru 4) Meningkatkan daya
saing dengan memberikan program vokasi yaitu program pemerintah yang
bertujuan memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta yang sudah mengalami
pemutusan kerja atau berhenti kerja. 5) Mendorong investasi yang menyerap
tenaga kerja merupakan salah satu cara mengurangi jumlah pengangguran.
Sehubungan dengan itu, pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang
kondusif termasuk menjaga konsistensi regulasi.

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN/
TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana
seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya
dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek
lainnya, seperti sosial dan budaya. Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau
sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan
berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan
lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan
proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
yang bermartabat. Akibat adanya wabah covid-19 yang berdampak secara global,

tidak terkecuali di Kabupaten Banjar.
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Tabel. 2.8. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar, 2013-2021

(1)) 2) (3) (4)
2013 296791 15,29 2,84
2014 313769 15,72 2,87
2015 327970 18,05 3,26
2016 360494 17,36 3,10
2017 381862 16,85 2,96
2018 400081 15,62 2,70
2019 429422 15,91 2,72
2020 462375 1512 435
2021 482 867 18,07 3,04

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.

Capaian Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 adalah 75,92% dengan
kategori Tinggi, didapat dari realisasi sebesar 3,04% dibandingkan dengan target
yang ditetapkan sebesar 2,45%. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (tahun 2016 -2020),
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 -2020 menunjukkan tren yang baik
(menurun), di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55%,
akan tetapi tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 3,04%. Sasaran
yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Penduduk
Miskin adalah : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial,
dengan indikator Persentase Penurunan PMKS. 2. Meningkatnya pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan Indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG).

Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Penduduk Miskin : 1). Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan
usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat. 2).
Potensi pasar pariwisata alam, budaya dan religius yang mempunyai peluang
besar untuk dikembangkan. 3). Luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan
potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut dan budidaya
yang dapat dikembangkan 4). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD teknis dan lintas SKPD baik bersumber dari dana pusat, provinsi maupun

>1.19 %
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daerah. 5). Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan seperti
pelatihan keterampilan wirausaha.

Faktor Penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Penduduk Miskin: 1). Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar sudah sangat rendah
dan dapat dikategorikan sebagai kemiskinan absolut yaitu situasi penduduk atau
sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan
perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan
yang minimum. 2). Masih belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data
penduduk miskin sehingga berakibat banyak ditemuinya pemberian/penyaluran
program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan: 1). Secara berkala melaksanakan updating atau
pemutakhiran penduduk miskin yang menjadi sasaran program bantuan sosial
agar data menjadi lebih akurat sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran.
2). Mensinergikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait dan mengkoordinasikan semua
kegiatan penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, provinsi dan daerah. 3).
Membuka Layanan Rujukan Terpadu dalam bentuk SLRT Barokah di Kabupaten
Banjar serta mendekatkan layanan pemberian rujukan dan penerimaan aduan
dalam bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat Desa. 4).
Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan secara intensif bagi masyarakat miskin
dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama ) maupun pelatihan dan
pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang bertujuan untuk
memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha
baik berupa uang maupun dalam bentuk barang melalui program Bantuan
Langsung. 5). Mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Indonesia Pintar, Program Sembako, maupun Program Indonesia Sehat.

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS RISIKO BENCANA

Resiko bencana mulai digunakan oleh Badan Penanggulangan bencana
nasional (BPBN) sejak tahun 2013 yang beberapa tahun sebelumnya
menggunakan istilah kerawanan bencana. Secara substansi perubahan
terminology ini menunjukkan adanya perubahan pada penilaian dampak bencana
(korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau
kerugian (resiko). Dalam indeks resiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai
berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu : - Bahaya (Ancaman), yang dihitung
berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu

fenomena alam; - Keterpaparan (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter
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social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, dan. Kapasitas pemerintah, serta
komunitas dalam menghadapi bencana dinilai dengan menggunakan pendekatan
tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : (1) perkuatan
kebijakan dan kelembagaan, (2) pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, (3)
pengembangan system informasi, diklat dan logistic, (4) penanganan tematik
kawasan rawan bencana, (5) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi
bencana, (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7)
pengembangan sitem pemulihan bencana. Resiko bencana akan mengalami
penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut,
oleh karena itu program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan
kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara
kuantitatif dalam bentuk penurunan resiko bencana. Tujuan menurunnya resiko
bencana merupakan penjabaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Banjar
yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuasia berbasis pendidikan,
kesehatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan social. Untuk mengetahui
keberhasilan dari tujuan menurunnya resiko bencana ini bisa diukur melalui
indicator Indeks Resiko Bencana.

Tabel 2.9. Angka Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2021

BT B ES B R BT
17800 17800 17800 178.00 TINGGI

1 TANAH LAUT 17800 17800 178.00

2 KOTABARU 20520 15970 15970 15879 15879 15879 17271 TINGGI
3 BANJAR 17640 17640 17640 17640 17640 17640 16512 TINGGI
4 BARITO KUALA 19000 17968 17968 15545 15545 15545 155.96 TINGGI
5 HULU SUNGA! SELATAN 15240 15240 15240 15240 15240 15240 150.00 TINGGI
6 TABALONG 15240 15240 15240 15240 15240 15240 149.03 TINGGI
7 TANAH BUMBU 15560 15560 15560 15560 15560 15560 14394 SEDANG
8  BALANGAN 14720 14720 14720 14720 14720 13989 13377 SEDANG
9 HULU SUNGAI TENGAH 14040 14040 14040 14040 14040 14040 13387 SEDANG
10 TAPIN 14040 14040 14040 14040 14040 14040 12879 SEDANG
11 HULU SUNGAI UTARA 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12600 SEDANG
12 KOTA BANJARBARU 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800  SEDANG
13 KOTA BANJARMASIN 9640 9640 9640 9640 9640 9640 96.40 SEDANG

Sumber : Data Kebencanaan BNPB 2022.

Capaian kinerja tujuan menurunnya resiko bencana yang diukur melalui
indicator kinerja indeks resiko bencana menunjukkan bahwa pada tahun 2021
realisasinya mencapai 165,12 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 158 dengan capaian sebesar 95,49% dengan kreteria penilaian Sangat
Tinggi.
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Capaian tujuan menurunnya resiko bencana didukung oleh satu sasaran
strategis yaitu meningkatnya Kkualitas pencegahan dan kesiapsiagaan,
penanganan dan pemulihan bencana secara komperhensif dengan dua indicator
kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha serta indicator sasaran persentase penanganan RR (Rehabilitasi
dan Rekonstruksi).

Faktor pendukung : 1) Ketersediaan buffer stock yang tercukupi. 2) Sarana
dan Prasarana pada kegiatan pra bencana seperti alat peraga yang berfungsi
dengan baik 3) Adanya forum koordinasi antar instansi dalam penanganan
bencana 4) Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam. 5) Penerapan
keterampilan dan pengetahuan masyarakat pada saat terjadi bencana yang
sebenarnya.

Faktor penghambat 1) Proses pengajuan yang direkomendasikan untuk
bantuan terkendala syarat kelengkapan data. 2) Tingkat kesadaran bencana
masyarakat masih rendah tentang pembangunan hunian yang baik dan benar
dengan memperhatikan aspek kekuatan dan ketahanan bangunan sehingga
bangunan menjadi rawan terhadap bencana. 3) Keterbatasan informasi
dikarenakan tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah terdampak dan
lambatnya pelaporan dari aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya
penanganan korban bencana 4) Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi
datangnya dan terjadi secara bersamaan seperti kebakaran hutan dan lahan,
banjir maupun angin puting beliung sehingga berdampak terhadap keterbatasan
sarana prasarana yang dimiliki serta sumber daya manusianya.

Upaya yang dilakukan : 1). Memfasilitasi masyarakat dalam proses
pengajuan bantuan dana yang tidak direncanakan sumber BPKAD Kabupaten
Banjar. 2). Memfasilitasi operator radio di Kecamatan, baik pelatihan maupun
peralatan komunikasi. 3). Memfasilitasi masyarakat dalam peningkatan mitigasi
bencana. 4). Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan
bencana. 5). Mengaktitkan Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan
Bencana (Pusdalops PB) 24 jam dalam merespon semua kejadian bencana di

Kabupaten Banjar.

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Capaian dari tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi
daerah ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana
diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat

bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap
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pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang
terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat
mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui
pertumbuhan ekonominya. Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka
PDRB diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun akibat dari
pandemic Covid-19 yang melanda hingga meghambat ritme ekonomi nasional
maka perekonomian kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian
nasional juga ikut terdampak, dimana perekonomian Kabupaten Banjar mulai
tahun 2018 pada posisi 5,01 persen melambat menjadi 4,52 persen pada tahun
2019, dan terus menurun hingga terkontraksi menjadi minus di tahun 2020 menjadi
-1,96 persen. Perlambatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perlambatan
kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Perlambatan kinerja
konsumsi rumah tangga disebabkan penurunan daya beli beli masyarakat seiring
implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi.

Akan tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan dibawah angka tahun 2019
sebelum pandemi covid. Dari target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar
tahun 2021 sebesar 5,43 terealisasi sebesar 3,21 sebagaimana disampaikan oleh
BPS, sehingga capaian kinerjanya sebesar 59,12% termasuk kriteria Rendah,
data tersebut didapat dari data Kabupaten Dalam Angka tahun 2022 dari BPS
Kabupaten Banjar, sebagai berikut :

Tabel. 2.10. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar,
Tahun 2019 - 2021

(1) (2) 3) ) (5)

SOSIAL/SOCIAL
Angka Harapan Hidup'-e /Life Expectancy Rate' tahun/years 66,97 67,21 67,41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK* % 719 72,55 70,84
Labour Force Participation Rate-LFPR*
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT* % 2,89 3,87 3,98
Unemployment Rate-UR*
Penduduk Miskin®/Poar Peaple’ ribu/thousand 15,91 15,12 18,07
Persentase Penduduk Miskin® % 272 2,55 3,04
Percentage of Poor People’
Indeks Pembangunan Manusia-IPM* - 68,94 69,18 69,89
Human Development Index®

EKONOMI/ECONOMIC
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku® miliar rupiah 1663474 16533,98 1758584
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price® billion rupiahs
Laju Pertumbuhan Ekonomi’ / Economic Growth’ % 452 -1,96 3.

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar.
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Selama awal pandemi COVID-19, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Banjar mengalami perlambatan sehingga bertumbuh negatif karena berbagai
faktor, seperti penurunan kinerja ekspor impor, konsumsi rumah tangga yang
masih tumbuh tinggi dan investasi yang tumbuh melambat. Dari sisi permintaan,
perbaikan ekonomi berasal dari peningkatan konsumsi RT, konsumsi pemerintah,
investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran, perbaikan bersumber dari kinerja
sektor pertambangan, konstruksi, pertanian,dan PHR. Akan tetapi memasuki
tahun 2021 geliat pertumbuhan ekonomi mulai membaik, dengan penerapan
adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor memberikan semangat baru kepada
masyarakat untuk berusaha dalam meningkatkan perekonomiannya.

Faktor Pendukung 1. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh
pemerintah dari anggaran negara, pertumbuhan ekonomi semakin membaik
terutama dipengaruhi Pandemi COVID-19 yang secara perlahan dapat
dikendalikan didukung oleh program vaksinasi COVID-19, dan mendorong kinerja
konsumsi, investasi, dan ekspor. 2. Pertumbuhan konsumsi masyarakat
khususnya konsumsi kelas menengah atas yang menjadi mayoritas penyumbang
pertumbuhan dengan adanya vaksin. 3. Dengan penyederhanaan perizinan bagi
usaha mikro hingga lewat diberlakukannya peraturan pelaksana Undang-Undang
Cipta Kerja maka diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun
depan. 4. Anggaran pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
sebesar Rp 372,3 triliun. PEN yang masih berlanjut di tahun 2021 juga diharapkan
dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi termasuk di Kabupaten Banjar

Faktor Penghambat 1. Terjadi Pandemi Covid-19 sehingga dari sisi
permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi,
kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi
penawaran, yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh,
penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan
global (global value chain). 2. Kebijakan mengenai penerapan protocol kesehatan
dan work from home (WFH), sampai pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi ke arah negative. 3. Terjadi penurunan pendapatan
peternak secara umum yang disebabkan karena penurunan permintaan
masyarakat secara drastis selama Pandemi Covid-19. Kesulitan menjual karena
harga yang belum memenuhi harapan dari peternak menjadi alasan utama para
peternak merugi. 4. Untuk sektor pertanian, terjadi peningkatan jumlah produksi

karena adanya panen raya, namun berdasarkan perhitungan usaha, hampir



BAHAN LPPD 2021
AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

semua petani mengalami kerugian karena adanya penurunan harga jual dan
selama ini para petani belum memasukkan tenaga mereka sebagai biaya tenaga
kerja.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah, antara lain : 1. Dukungan pemerintah
untuk menjaga pemulihan ekonomi yaitu dengan mempercepat realisasi belanja
pemerintah. 2. Pemerintah telah membuat kebijakan yang diarahkan pada upaya
mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. 3. Pemulihan ekonomi
nasional melalui perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat
berupa Jaring Pengaman Sosial terdiri dari Bantuan Non Tunai maupun Bantuan
Langsung Tunai, diberikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk
masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. 4. Program
pemerintah memberikan insentif kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 5
juta per bulan, sebagai stimulus agar meningkatkan daya beli masyarakat. 5.
Kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 telah dilakukan oleh
pemerintah, seperti stimulus pajak dan permodalan, restrukturisasi kredit, bahkan
diskon dan pembebasan biaya listrik rumah tangga. 6. Pemerintah menyalurkan
bantuan modal dalam bentuk Tunai untuk sektor UMKM yang mengalami
penurunan pendapatan selama Pandemi Covid-19. 7. Mengalokasikan pendanaan
baik dari hasil refocusing anggaran daerah maupun Dana Insentif Daerah dari
pusat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan membeli produk-
produk di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan harga
yang diharapkan Petani/peternak agar UMKM di sektor ini tetap dapat

mempertahankan tingkat keuntungan usaha mereka

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS GINI

Indikator Indeks Gini untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2020 dengan kondisi
pandemic Covid-19 terjadinya penurunan pengeluaran atau daya beli pada
kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas. BPS juga melihat potensi
penurunan tingkat pengeluaran oleh kelompok penduduk menengah ke bawah.
Namun, penurunannya tidak akan secepat pada kelompok menengah atas.
Pasalnya, kelompok ini juga terbantu oleh adanya berbagai program bantuan
sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
Perhitungan Gini Rasio Kabupaten Banjar Tahun 2021 rilis resmi dari BPS
Kabupaten Banjar adalah sebesar 0,325 dari target 0,32 dengan capaian sebesar

100% atau pada kategori Sangat Tinggi.
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Secara detail disampaikan data Indeks Gini Provinsi di Indonesia data
bulan september 2020, Maret 2021 dan September 2021, sebagai berikut ;

Tabel 2.11. Gini Rasio dan distribusi pegeluaran penduduk 40 persen terbawah
Regional Kalimantan dan Indonesia tahun 2021

Distribusi Pengeluaran Penduduk

Gini Ratio (%) 40 Persen Terbawah
Perkotaan  Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan
(1) (2) (3) 4) (5} (8) (7
Kalimantan Barat 0,337 0,268 0,315 20,35 23,01 2112
Kalimantan Tengah 0,356 0,284 0,320 18,87 2287 20,99
Kalimantan Selatan 0,352 0,257 0,325 19,67 23,67 20,86
Kalimantan Timur 0,337 0,281 0,331 2017 23,34 20,62
Kalimantan Utara 0,284 0,264 0,285 2301 2378 23,05
Indonesia 0,398 0314 0,381 17,00 20,83 17,97

Sumber : Data Indeks Gini, BPS

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa
pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Pengukuran
ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan relatif sangat sederhana, jika
rasio berkisar antara 0,5-0,7 maka terjadi ketimpangan yang tajam, dan jika rasio
berkisar antara 0,2—0,35 maka distribusi pendapatan relatif merata. Angka Gini
Rasio terletak antara 0—1, dan apabila angka ini semakin mendekati O (nol) berarti
ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi sebaliknya apabila angka ini
semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan
pendapatan. Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh
relatif cukup baik. Dari tahun 2018-2021, data Gini Ratio Kabupaten Banjar
menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang
yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0,33 sampai dengan
0,35. Artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata
sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

Faktor Pendukung : 1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi factor
penyebab terjadinya peningkatan Gini Rasio Tahun 2021 di Kalimantan Selatan.
Covid-19 membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami
penurunan. 2) Peningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya
pencegahan terpapar virus Covid-19 karena masyarakat dari kalangan yang
lemah secara sosial dan ekonomi memiliki kemampuan yang rendah untuk

melakukan pencegahan tersebut.
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Faktor Penghambat : 1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi factor
penyebab terjadinya peningkatan Gini Rasio sejak Tahun 2020 di Kalimantan
Selatan. Covid-19 membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami
penurunan. 2) Wujud ketimpangan yang menghambat pencegahan Covid-19
sangat nampak pada kesenjangan akses air bersih dan kesenjangan yang timbul
akibat dominasi sektor informal yang mencegah upaya pembatasan sosial
berskala besar (PSBB). Hal ini menimbulkan beban dan kondisi tersebut membuat
rumah tangga miskin rawan menderita berbagai penyakit, termasuk Covid-19.
3) Tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa diantara mereka yang miskin pun
masih terjadi kesenjangan pengeluaran walaupun kecil.

Upaya Yang Dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan
pendapatan, antara lain: 1) Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial dan
stimulus ekonomi bagi masyarakat, Jaring Pengaman Sosial diberikan terhadap
aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak
selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi
pada masa pandemi. Dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk Bantuan
Langsung Tunai maupun Bantuan Kebutuhan Pokok yang diberikan kepada
pekerja informal. 2) Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work yang
dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). Melalui Kementerian PUPR, Pemerintah menggelontorkan alokasi
anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun, dengan target penyerapan tenaga kerja
sebesar 614.480 orang di 34 provinsi di Indonesia, ditargetkan dapat memberi

manfaat kepada 80.888 orang penerima manfaat.

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA LAJU INFLASI

Indikator Laju Inflasi untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Harga Konsumen (IHK)
merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari
berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Sejak Tahun
2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan
diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan
biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada
Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar,
yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten
Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi

harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.



BAHAN LPPD 2021
AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

Tabel 2.12 Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 - 2021

Indeks Harga Konsumen

2020
Kota Inflasi Januari  Februari Maret  April Mei Juni Juli Agustus  Septembe Oktober November Desember”
Kalimantan Selatan 104.62 10541 10512 10481 10494 10533 105.04 10530 104.98 10521 105.94 106.77
Kotabaru 106.61 10693 106.78 10626 106.56 106.69 10630 10654 10640 106.63 106.74  107.41
Tanjung 105.07 106.03 10591 10561 10572 10616 106.08 10562 10530 10558 10633  106.78

Kota Banjarmasin  105.21  105.19 10487 10458 10470 10511 104.82 10514 104.80 105.03 10582 106.70

Indeks Harga Konsumen

2021
Kota Inflasi Januari  Februari Maret  April Mei Juni Juli Agustus  Septembe Oktober November Desember”
Kalimantan Selatan 10659  107.15 10724 107.05 10801 0763 10782 10722 10767 10804 10867 [109.67
Kotabaru 0768 0778 10851 0875 10950 0904 10917 10952 10932 10924 0961 11029
Tanjung 0681 10716 10738 10731 10764 10803 10816 0817 10813 10848 10880 109.38

Kota Banjarmasin 10645 '107.08 '107.09 10685 '107.88 107.44 10764 10749 10745 10787 10854 109.41
Sumber : Data Indeks Harga Konsumen 2020 - 2021, BPS

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021, secara umum di
Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 2,53%. Dengan kata lain secara umum telah
terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 2,53% pada
akhir tahun 2021 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2020. Angka
tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya sebesar 1,67%
yang berarti kenaikan harga barang-barang lebih tinggi dibanding tahun 2020. Dari
target IKU pada laju inflasi sebesar 3,75% terealisasi sebesar 2,53% dengan
capaian kinerja lebih dari 100%. pada kategori Sangat Tinggi.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir
seluruh indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman
dan tembakau sebesar 1,52%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,65%,
dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27
%. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di
Kalsel, antara lain rokok kretek filter, angkutan udara, ikan bakar, daging ayam
ras, dan telur ayam ras. Beberapa komoditas yang juga mengalami kenaikan
harga pada Januari 2022, antara lain stoples, bayam, tutup kepala atau topi, ikan
kerisi, jeruk nipis, bahan batik, ikan bakar, biaya bimbingan belajar, jagung manis,
dan ayam bakar.

Faktor Pendukung : 1. Inflasi terutama didorong oleh kelompok volatile food
seiring telah berakhirnya masa panen raya serta potensi tekanan kenaikan harga
dari bahan pangan yang didatangkan dari daerah yang terdampak La Nina seperti
bawang merah dan bawang putih. Di Banjarmasin komoditas pendorong inflasi
antara lain adalah bawang putih, ikan gabus, dan obat dengan resep. lkan gabus

atau yang dikenal haruan selalu muncul setiap bulan menjadi faktor pendorong
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inflasi. Pemerintah dan stakeholder terkait bisa membangun lebih banyak klaster
peternakan secara merata di Kalsel. 2. Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau
(CHT) juga diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi. Secara keseluruhan
tahun 2021, inflasi diprakirakan lebih tinggi didorong peningkatan inflasi dari
seluruh komponen terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta
peningkatan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perbaikan pertumbuhan
ekonomi dan daya beli masyarakat. 3. Gangguan COVID-19 pada inflasi
Kalimantan Selatan sebelumnya juga sudah terlihat pada rendahnya inflasi di
bulan Ramadan yang jatuh selama April-Mei 2021

Faktor Penghambat : 1. Komoditas penahan inflasi Kalimantan Selatan
pada Februari 2021 antara lain adalah angkutan udara, bensin, dan ikan kembung.
2. Komoditas yang mengalami penurunan harga atau andil deflasi tertinggi antara
lain pepaya, telur ayam ras, angkutan udara dan semangka. Deflasi papaya,
semangka serta telur ayam dan ikan disebabkan stok hasil panen dan produksi
yang surplus namun belum diimbangi oleh permintaan masyarakat, sehingga
mendorong penurunan harga.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah : 1. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banjar, untuk
melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Langkah pengendalian inflasi
secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) dan program
lapangan. Sementara itu, beberapa langkah strategis juga telah ditempuh TPID
dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain
mendorong kerjasama antar daerah. 2. Rakor TPID secara rutin membahas hasil
pemantauan terhadap pasokan dan harga bahan makanan strategis, dan distribusi
bahan bakar rumah tangga serta upaya untuk mendorong petani dan peternak
serta UMKM untuk terus berproduksi meski terkena dampak COVID19. 3.
Monitoring dan penyampaian informasi perkembangan harga sembako secara
rutin kepada stakeholder terkait. 4. Memberikan bantuan pakan ikan kepada
kelompok tani perikanan, bantuan pupuk untuk kelompok tani pertanian dan
perkebunan, Bantuan gabag untuk mengisi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
dan Lembaga Distrubusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai implementasi
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak Covid-
19
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12. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
(IKLH)

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi berdampak pula pada
rusaknya lingkungan hidup, banyak masalah yang terkait dengan rusaknya
lingkungan hidup mulai dari banjir karena membuang sampah disungai, kebakaran
hutan dan lahan, efek rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya ozon di bumi,
pencemaran udara akibat asap dari pabrik, dan kerusakan lainnya. Kerusakan ini
berimbas pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu
upaya baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah untuk mencegah makin
menurunnya kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
merupakan kewajiban untuk semua baik individu, masyarakat maupun
pemerintah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
mempunyai jangkauan yang luas. Peran serta tersebut tidak hanya oleh individu
yang terkena peraturan tetapi juga peran serta kelompok dan organisasi dalam
masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diketahui dengan
membandingkan realisasi kualitas lingkungan hidup yang ada dari tahun yang
berjalan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2019 tujuan meningkatnya
kualitas lingkungan hidup diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihasilkan dari akumulasi perhitungan
antara indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel. 2.12 Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Indikator Target | Realisasi Capaian
Indeks kualitas IKLH = (IKAX0,376) + (IKUx0,405) 72,10 67,27 93,30%
lingkungan hidup + (IKLx0,219)
(IKLH) (Permen LHK No. 27 Tahun 2021)
Indeks Kualitas 43 53,56 100%
Air (IKA)
Indeks Kualitas Indeks Udara IKLH=100- 110 88,51 80,46%
Udara (IKU) [(50/0,9)xleu-0,1]

[Pyo, + IP.

IKU = NO, S0,
2

Indeks Tutupan _ 50 67,46 51,51 76,35%
Lahan(KL) IKL = 100 — (84,3 — (THXlOO)x—5 3

Sumber : Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, DLH Kab. Banjar
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Capaian kinerja Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang
diukur melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 adalah
67,27 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 72,10 atau mencapai 93,30%,
dengan kriteria pencapaian kinerja adalah Sangat Tinggi.

Capaian kinerja dari Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup
dipengaruhi oleh capaian dari indikator kinerja sasaran yang meliputi : indeks
kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Sedang keberhasilan
indicator kinerja sasaran juga dipengaruhi oleh indicator program pembangunan
daerah yaitu : Rata-rata indeks pencemaran air (IP), Baku Mutu Parameter Udara
Ambien (SO2), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (NO2), dan Persentase
Kecamatan Pelaksanaan Gamis Hijau (Gerakan Menanam Hari Kamis untuk
Penghijauan).

Faktor pendukung keberhasilan adalah : 1) Adanya program prioritas
daerah terkait peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dalam
hal ini penghapusan 1.000 jamban yang ada di sungai. 2) Adanya dukungan
instansi lain dalam hal pengurangan atau menurunnya kualitas air sungai. 3)
Adanya dukungan anggaran dari APBN yang dikucurkan dalam rangka
pelaksanaan program sanitasi.

Faktor Penghambat Keberhasilan adalah 1) Peran stakeholder dalam
melakukan kegiatan terkait dengan pengendalian lingkungan belum maksimal 2)
Kesadaran masyarakat untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih masih rendah,
khususnya dalam hal pengelolaan sampah. 3) Masih banyaknya masyarakat yang
memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK dan kegiatan lainnya yang
berpengaruh pada penurunan kualitas air sungai 4) Terjadinya kemarau panjang
yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan 5) Prasarana dan
Sarana pendukung untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan masih
kurang.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang 1) Meningkatkan
kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengendalian
kualitas lingkungan hidup. 2) Melengkapi prasarana dan sarana yang mendukung
kegiatan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 3) Menginventarisir seluruh RTH di
Kab. Banjar dan dibuatkan surat keputusan (SK) Kepala Daerah terkait RTH
tersebut. 4) Menggiatkan program penghijauan yang telah dicanangkan, seperti

kegiatan Gamis Hijau dan menanam Bersama MANIS.
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13. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KONEKTIVITAS

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemudahan
dalam mobilitas baik orang maupun barang. Oleh karena itu memungkinkannya
mobilitas orang maupun barang karena adanya konektivitas antar wilayah. untuk
mengukur kemudahan dalam mobilitas masyarakat tersebut digunakan indikator
tingkat konektivitas. Peningkatan konektivitas antar wilayah merupakan salah satu
strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi di daerah.

Tiga prinsip konsep konektivitas yaitu : 1. Memaksimalkan pertumbuhan
melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. 2. Memperluas pertumbuhan melalui
konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang
menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
3. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil
dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat
pembangunan.

Wilayah kabupaten Banjar yang cukup luas, sangat wajar apabila
pembangunan bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan
salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan terbukanya akses antar wilayah maka
diharapkan masyarakat di kantong-kantong produksi tidak kesulitan dalam
membawa hasil produksinya ke pusat-pusat pemasaran, sehingga dengan
lancarnya arus barang tersebut maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.
Begitu juga dengan bidang pelayanan dasar, dengan meningkatnya konektivitas
antar wilayah diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan baik
pendidikan maupun kesehatan.

Capaian Tujuan kinerja meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan
indicator persentase konektivitas pada tahun 2021 realisasi dari indicator
persentase konektivitas adalah sebesar 98,81%, lebih besar dari nilai yang
ditargetkan yaitu 98,73% dengan capaian sebesar 100%, dengan kriteria
pencapaian kinerja Sangat Tinggi.

Indikator tujuan persentase konektivitas diperoleh melalui formulasi
persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan
ditambah persentase system jaringan transportasi dan keselamatan transportasi.
Formulasi dari konektivitas tersebut yang selanjutnya menjadi indicator kinerja
sasaran diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

persentase jaringan jalan dan jembatan serta Dinas Perhubungan untuk Simpul
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jaringan perhubungan dan persentase system jaringan transportasi serta
keselamatan transportasi. Perhitungan persentase konektivitas sebagai berikut :

Tabel 2.13 Perhitungan persentase konektivitas

Cara Perhitungan Indikator Target

Tahun
2021

Indikator Kinerja Re.:is | Capaian |

Persentase
Konektivitas
Wilayah
Kabupaten

1.857,52 1.898,08

ac keglatan ~ 100% % 98,73 | 98,81 | 100,00

Sumber : Data Konektivitas, DPUPR Kab. Banjar

Faktor yang mendukung 1) Tersedianya sarana dan prasarana meliputi
terminal, dermaga dan halte yang mendukung pelayanan dan kelancaran
transportasi bagi masyarakat. 2) Meningkatnya wawasan Sumber Daya Manusia
tentang pengembangan dan pengelolaan terminal dan dermaga, mendukung
kelancaran aktifitas masyarakat. 3) Terpeliharanya fasilitas perhubungan seperti
rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, pengecatan median jalan,
pemeliharaan terminal dan dermaga serta halte di wilayah Kab. Banjar. 4) Adanya
kegiatan razia terhadap taksi yang ngetem sembarangan/diluar terminal sehingga
dapat meminimalisir pelanggaran angkutan umum. 5) Adanya pengoperasian Bus
Angkutan Sekolah Bungas untuk beberapa sekolah menengah pertama/ sederajat
yang dijadikan sekolah percontohan.

Faktor yang menghambat keberhasilan 1) Masih kurangnya prasarana dan
fasilitas parkir 2) Disiplin petugas parker yang perlu ditingkatkan 3) Dibutuhkan
penambahan dan perawatan prasarana kelengkapan jalan yang berfungsi untuk
mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan. 4) Tingkat
kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal dikarenakan kondisi fisik
angkutan yang kurang layak jalan lagi masih beroperasi 5) Masih banyaknya
kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
secara berkala.

Upaya perbaikan yang dilakukan tahun yang akan datang 1) Melakukan
pembinaan terhadap kapasitas masyarakat transportasi melalui pemilihan
Abdiyasa Teladan terhadap para awak kendaraan umum 2) Meningkatkan sarana

dan prasarana perhubungan.
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14. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE PEMUKIMAN LAYAK HUNI

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas
umum serta mempunyai penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan. Permukiman dikatakan layak huni apabila memenuhi 8
indikator yang ditetapkan antara lain : Bangunan gedung, penyediaan air minum,
pengelolaan air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan
sampah, dan pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau. Ketidaklayakan
hunian permukiman terjadi karena kurang terpenuhinya syarat-syarat yang
menjadi indikator dari permukiman yang dikatakan layak huni tersebut. Tujuan dari
meningkatnya kelayak hunian merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar
untuk menurunkan tingkat permukiman kumubh.

Perhitungan persentase permukiman layak huni di dapat dari penjumlahan
3 kompenen terkait yakni cakupan rumah layak huni, lingkungan permukiman
nyaman dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan. Tahun 2021, Cakupan rumah
layak huni, adalah persentase capaian 2020 sebedar 110,80 ditambah persentase
peningkatan rumah layak huni tahun 2021 sebesar 0,38 sehingga menjadi 111,18.
Lingkungan permukiman nyaman pada angka 58,73 dan pemanfaatan tata ruang
dan bangunan di 92,15. Sebagaimana data tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.14 Realisasi Rumah layak huni dan lingkungan
permukiman yang nyaman tahun 2021

Indik. Lo} Perhi TS C i
ndikator ara Perhitungan q - apaian 5
Kinerja indikator Realisasi (22) Predikat
Satuan UL
2021
2 3 <4 5 -] 7

Persenta RTLH yang tertangani % 0.34 0.38 1122 Berhasil
se tahun 2020 ditambah RTLH
Peningka yang tertangani tahun
tan 2021 /RTLH dikabupaten
Rumah Banjar
Layak
Humni
Rasio Penjumlahan seluruh b= 57 .49 58.73 102.2% Berhasil
Lingkunga komponen lingkungan
n permukiman: 20% air
permulbki minum ditambah 15% air
man yang Limbah ditambah 108
nyanan persampahan ditambah

10% ruang terbuka hijau

ditambah 10% drainasse

ditambah 15% jalan

Lingkungan ditambsah 5%

penerangan jalan umum

ditambah 5% tata

bangunan dan penanganan

kumulhy

Sumber : Pengolah Data, Disperkim Kab. Banjar
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Tabel 2.15 Realisasi pemanfaatan tata ruang dan bangunan tahun 2021

Cara Perhitungan Indikator Target

Indikator Kinerja Realis | capaian

Tahun st (%)

Rumus Pembilang Penyebut Satuan 2021

Persentase
pemanfaatan tata ¥ Luas lahan sesual peruntukannya

9
Luar‘lg dan X ¥ Luas lahan kabupaten * 100% 4.302,5 4.668,5 % 92,15 | 92,15 | 100,00
‘angunan sesuai

dengan rencana
tata ruang

Sumber : Pengolah Data, DPUPR Kab. Banjar

Dari data-data tersebut, dilakukan perhitungan persentase permukiman layak
huni, adalah :
= (40% x cakupan rumah layak huni) + (30% x lingkungan permukiman
nyaman) + ( 30% x pemanfataan tata ruang dan bangunan)
= (40% x 111,18) + (30% x 58,73) + (30% x 92,15 )
= 44,472 + 17,619 + 27,64
= 89,731

Capaian kinerja dari tujuan meningkatnya kelayak hunian ini diukur dengan
indicator persentase permukiman layak huni. indikator kinerja utama persentase
permukiman layak huni menunjukkan realisasi sebesar 89,73% dari target yang
ditetapkan sebesar 79% dengan tingkat capaian lebih dari 100%, dengan kategori
Sangat Tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator persentase permukiman layak huni
didukung oleh 3 sasaran strategis, dengan perhitungan komposisi 40% dari
perhitungan rumah layak huni, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan
oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan 30% lingkungan permukiman yang
nyaman, indikator ini merupakan indikator komposit yang penyelenggaraan
programnya dilaksanakan oleh tiga SKPD vyaitu : Dinas Perumahan dan
Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas
Lingkungan Hidup, serta 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai
dengan rencana tata ruang, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Faktor pendukung keberhasilan : 1) Dana tersedia sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan 2) Kegiatan pelaksanaan menyesuaikan anggaran yang tersedia
3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 4) Adanya tenggat
waktu penyelesaian permasalahan dibidang perumahan dan kawasan
permukiman 5) Banyaknya Permintaan Pengesahan Siteplan/Dokumen Teknis
dari pengembang untuk pembangunan perumahan 6) Banyaknya pengajuan
permohonan serah terima aset PSU perumahan oleh pengembang 7) Adanya

semangat dan motivasi untuk melayani masyarakat dalam bidang Penerangan
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Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan 8) Faktor pendorong kegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
(DAK Reguler) yaitu, Time Schedule program DAK Bidang Perumahan yang sudah
dijadwalkan dari pusat

Faktor penghambat keberhasilan : 1) Adanya Pembatasan Sosial Berskala
Besar di wilayah Kabupaten Banjar sehubungan dengan ditetapkannya Pandemi
Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam menyebabkan kinerja dan kegiatan
khususnya terkait penyelenggaraan rapat menjadi tidak maksimal dan sosialisasi
peraturan perundangan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman tidak dapat dilaksanakan. 2) Anggaran kegiatan penyusunan NSPM
tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman khususnya dari
belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat di gunakan secara maksimal
karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Banjar. 3) Proses
revisi Perbup tentang Rumah Barokah pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan masyrakat kurang mampu lumayan memakan waktu
lama sehingga kegiatan menjadi kurang efektif. 4) Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
rehabilitasi rumah akibat bencana alam mengalami permasalahan dimana
anggaran kegiatan baru tersedia di APBD-P dan penerima bantuan bencana alam
memerlukan SK Bupati terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lama. 5)
Tidak maksimalnya penyerapan dana kegiatan fasilitasi pemeriksaan dan
pengesahan dokumen teknis pembangunan perumahan khususnya dari
Honorarium tim penyusun Peraturan Bupati No.81 Tahun 2016 dikarenakan dana
yang dicarikan hanya 6 bulan. 6) Keterbatasan anggaran menyebabkan
penanganan masalah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan belum
optimal dan menyeluruh di wilayah Kab. Banjar sesuai dengan Keputusann Bupati
Banjar No. 188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar. 7) Kurang Tersedianya Dokumen
Perencanaan (DED) pada kawasan permukiman kumuh yang diperuntukkan untuk
kegiatan pada tahap pelaksanaan. 8) Pembebasan lahan masyarakat yang belum
optimal untuk skala kawasan permukiman kumuh untuk Desa Murung Kenanga,
menyisakan lahan yang belum dibebaskan karena kekurangan anggaran. 9)
Kegiatan sosialisasi kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemic Covid-
19

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun selanjutnya: 1) Kegiatan
koordinasi dan sosialisasi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan dengan mengikuti
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protocol kesehatan yang ketat, apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan
dengan video conference. 2) Pemograman kegiatan untuk anggaran biaya
penyelenggaraan PSU perumahan disusun secara tepat sesuai dengan ketentuan
harga satuan pada saat pelelangan. 3) Perlunya peningkatan anggaran yang
optimal untuk mengatasi pengurangan kawasan kumuh perkotaan secara
menyeluruh di wilayah Kab. Banjar sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor
188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh
Kabupaten Banjar. 4) Perlunya penyusunan Dokumen Perencanaan (DED) yang
lebih prioritas dan berkonsentrasi di kawasan permukiman kumuh perkotaan agar
dapat mengurangi jumlah lokasi permukiman kumuh Kabupaten Banjar. 5)
Perlunya anggaran untuk keberlanjutan pembebasan lahan yang sebelumnya
telah dibebaskan di tahun anggaran 2020, untuk keberlanjutan lahan diperlukan
anggaran agar masalah skala kawasan kumuh di Desa Murung Kenanga bisa
teratasi tuntas dan pembangunan bias terlaksana untuk masyarakat sekitar dan
secara luas masyarakat Kabupaten Banjar. 6) Kegiatan sosialisasi kebijakan
dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dapat
dilaksanan dengan mematuhi protocol kesehatan dan membatasi jumlah
warganya. 7) Menekankan kepada pengembang agar tidak melakukan
pembangunan sebelum siteplan dan dokumen teknis disahkan 8) Menekankan
kepada pemohon dalam membuat siteplan dan dokumen teknis perumahan harus
sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku 9) Tim verifikasi
menghimbau kepada pemohon penyerahan PSU untuk merevisi siteplan yang

disahkan sesuai dengan kondisi lapangan.

15. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)
Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan juga merupakan upaya dalam
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia.
Indeks Reformasi Birokrasi adalah tata cara dan mekanisme penilaian yang terdiri
dari dua komponen penilaian yaitu komponen pengungkit (proses) dengan bobot
60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Untuk menuju tata kelola
pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah satunya
adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen pengungkit. 8 area
perubahan-perubahan tersebut terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2)

Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan
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Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM,;
(6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
(8) Penguatan Pengawasan. Untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021,
sampai dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini dibat data tersebut belum
ada karena masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan Refomasi Birokrasi.
Sementara penilaian kinerja menggunakan angka penilaian PMPRB tahun
2020 yakni sebesar 53,76 karena sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini
masih belum keluar hari penilaian reformasi birokrasi tahun 2021. Nilai 53,76
yang jika dibandingkan dengan terget IRB tahun 2021 sebesar 77 maka capaian
kinerjanya hanya 69,82% atau pada kategori Sedang.
Secara lengkap penilaian reformasi birokrasi tahun 2020 sebagaimana
hasil evaluasi KemenpanRB, sebagai berikut :
Tabel. 2.16 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi kabupaten Banjar Tahun 2020

No. Komponen Penilaian Bobot 2020
~ A. | Komponen Pengungkit -
|'I. Pemenuhan 720,00 | 9,36
Il. Hasil Antara Area Perubahan ' 10,00 4,90
Ill. Reform ’ o 30,00 8,93
Total Komponen Pengungkit | 60,00 2319
B. | Komponen Hasil .
1. | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 7,81
2. | Kualitas Pelayanan Publik 710,00 | 890 |
3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9,07
4. | Kinerja Organisasi 10,00 479
o3 Total Komponen Hasil 40,00 | 30,57
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 53,76

Sumber : Surat KemenpanRB No. B/376/RB.06/2021
Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB tahun 2020

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagaimana

Surat KemenpanRB Nomor : B/376/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara lain:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada

tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah, agar arah

perubahan reformasi birokrasi dapat dipahami oleh seluruh pegawai,

sehingga hasil akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat
memberikan dampak yang konkret dan signifikan.

2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas

perbaikan yang perlu dilakukan oleh organisasi, sehingga sasaran

perubahan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.
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10.

11.
12.

Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan
pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan asesor
PMPRB.

Optimalisasi area deregulasi kebijakan dengan melakukan penyusunan
peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dengan
kebijakan di Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran kebijakan di
Pemerintah Banjar agar terwujud produk hukum yang harmonis.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun
2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi
serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi
guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

Menyusun peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah dengan mempertimbangkan kinerja yang akan dihasilkan serta
menyusun struktur organisasi dengan mempertimbangkan proses bisnis
tersebut.

Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan SOP secara berkala sehingga meningkatkan
efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. 8

Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat secara
realtime.

Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia,
antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan
assessment pegawai secara menyeluruh, menyusun Human Capital
Development Plan (HCDP), dan menyempurnakan ukuran kinerja individu
yang mengacu pada kinerja organisasi.

Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan
gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan
kepentingan, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Optimalisasi peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting.
Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat
Perangkat Daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil
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survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei

eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah

dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas layanan.

13. Aktif mendokumentasikan dan mempublikasikan capaian upaya
perbaikan/perubahan, inovasi dan/atau pretasi kepada para pemangku
kepentingan melalui saluran informasi resmi Pemerintah daerah
Kabupaten Banjar maupun saluran informasi resmi masing-masing
Perangkat Daerah.

14. Perangkat Daerah yang menjadi pengampu (leading sector) 8 (delapan)
Area Perubahan Reformasi Birokrasi agar mengawal pelaksanaan
Instruksi Bupati ini.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, maka telah
ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran —sasaran yang mendukung
sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang
profesional dan handal 2. Sasaran Meningkatnya integritas aparatur pemerintah
daerah 3. Sasaran kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Sasaran
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 5. Sasaran Meningkatnya kualitas
pembangunan desa 6. Sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik 7.
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8. Sasaran Meningkatnya

akuntabilitas pemerintah daerah.

16. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI.

Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan
masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan
dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini menjadi perhatian
pemerintah karena perilaku korupsi punya dampak buruk di dalam segala lini
kehidupan. Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah
indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK mengukur tingkat
permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga
fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan
nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin
mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin anti
korupsi. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun
2020 (3,84). Angka ini merupakan angka nasional.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi

masyarakat terhadap perilaku tertentu.lPAK disusun berdasarkan dua dimensi,
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yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa
penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat.
Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi
di masyarakat. Meski terjadi fluktuasi, namun terlihat adanya peningkatan Indeks
Persepsi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan
penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai Indeks
Persepsi sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2020
(3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sedikit sebesar
0,01 poin dibanding tahun 2020 (3,91).Pada tahun 2021, menunjukkan bahwa
semakin tinggi pendidikan, perilaku anti korupsi makin baik.

IPAK masyarakat dengan pendidikan yang ditamatkan di bawah SLTA
sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. IPAK
masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan masing-masing 3,92
dan 3,83. Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling
anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40
tahun sebesar 3,89, umur 40-59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas
sebesar 3,87.Pada tahun 2021, sekitar 17,63 persen masyarakat membayar
melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui
perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 (16,79 persen).
Penyebab peningkatan ini diduga karena semenjak pandemi semakin banyak
masyarakat yang menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, di
mana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus
layanan tahun 2021 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan pada tahun
2020. Sementara itu, sebanyak 19,62 persen pelaku usaha membayar melebihi
ketentuan baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara.
Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 (19,97 persen). Meski
menurun, terlihat masih lebih banyak pelaku usaha yang membayar melebihi
ketentuan ketika mengurus layanan publik dibandingkan masyarakat umum pada
2021.

Kabupaten Banjar maupun daerah lainnya belum melakukan survey atau
pengkuran IPAK di daerah sehingga untuk target IKU IPAK belum ada angka

nilainya.
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1.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun
Sebelumnya
Untuk mengetahui peningkatan kinerja yang dicapai maka perlu

membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya.
Perbandingan kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam
tabel berikut :

Tabel 2.17 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2021
dibandingkan dengan Tahun 2020

TAHUN 2020 TAHUN 2021
NO ;Xégék,\/l II\PI<I?’I\IKE,§‘FLOAR Targe Real_i Capai Target Real_i Capai
t sasi an sasi an
1 Meningkatnya Angka Kriminalitas 9,40 11,08 82,17% 8,44 7,00 100%
nuansa kehidupan Persentase - - - 100% 100% 100%
beragama kesepakatan Forum
masyarakat dalam  Kerukunan Umat
kehidupan sehari-  Beragama (FKUB)
hari yang ditindaklanjuti
Persentase potensi - - - 100% 100% 100%
konflik SARA yang
diselesaikan
2 Meningkatnya Indeks Pembangunan =~ 68,95 69,18 100% 69,35 69,89 100%
kualitas sumber Manusia (IPM)
daya manusia Pertumbuhan 1,49 1,07 100% 1,48 0,86 100%
Penduduk
3 Menurunnya Tingkat 3,88 3,87 100% 2,73 3,98 54,21%
Tingkat pengangguran
pengangguran Terbuka
4 Meningkatnya Persentase penduduk 3,88 2,55 100% 2,45% 3,04%  75,92%
derajat miskin / tingkat
Kesejahteraan kemiskinan
sosial
5 Menurunnya risiko  Indeks Risiko 161 152,65 100% 158 165,12 95,49%
bencana Bencana
6 Meningkatnya Laju Pertumbuhan 3,4 -1,96 -57,65% 5,43 3,21 59,12%
inklusifitas Ekonomi
pertumbuhan Indeks Gini 0,33 NA NA 0,32 0,32 100%
ekonomi daerah Laju Inflasi 3,01 1,67 100% 3,75 2,53 100%
7 Meningkatnya Indeks Kualitas 70,90 59,25 83,57% 72,10 67,27  93,30%
kualitas Lingkungan Hidup
lingkungan hidup
8 Meningkatnya Persentase 76,33 84,86 100% 78,73% 98,81% 100%
konektivitas antar ~ konektvitas
wilayah
9 Meningkatnya Persentase 75,19 95,39 100% 79,00% 89,73%  100%
kelayakhunian pemukiman layak
huni
10  Meningkatnya Indeks Reformasi 75 53,76  71.68% 7 53,76  69,82%
kualitas tata Birokrasi
kelola Indeks Perilaku Anti - - - 3 N/A
pemerintahan Korupsi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 87.15% 89,86%

Rata-rata capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar 2,70 point yani 87,15% pada tahun
2020 menjadi 89,86%. Kenaikan ini diberikan oleh beberapa indikator sasaran,
yakni : Angka kriminalitas, laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, Indeks kualitas

lingkungan hidup. Akan tetapi beberapa juga mengalami penurunan yakni : Tingkat
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pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan, indeks
resiko bencana, Indeks reformasi birokrasi.

Masih belum maksimalnya pencapaian kenaikan kinerja dikarenakan
masih terjadinya pendemi civid-19 di Indonesia yang mempengaruhi perumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tetap mengembirakan karena

masih ada kenaikan dibadingkan tahun sebelumnya.

1.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam
Pembangunan Jangka Menengah
Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dengan target akhir
RPJMD 2016-2021 yakni tahun 2021 maka hasil kinerja Pemerintah Kabupaten
Banjar terhadap target indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
dibandingkan dengan Target akhir dalam RPJMD

TUJUAN / TARGET CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA AKHIR RPIMD REALISASI KINERJA
1 Meningkatnya Angka Kriminalitas 8,44 7,00 100%
nuansa kehidupan Persentase kesepakatan 100% 100% 100%
beragama Forum Kerukunan Umat
masyarakat dalam Beragama (FKUB) yang
kehidupan sehari- ditindaklanjuti
hari Persentase potensi konflik 100% 100% 100%
SARA yang diselesaikan
2 Meningkatnya Indeks Pembangunan 69,35 69,89 100%
kualitas sumber Manusia (IPM)
daya manusia Pertumbuhan Penduduk 1,48 0,86 100%
3 Menurunnya Tingkat Pengangguran 2,73 3,98 54,21%
Tingkat Terbuka
pengangguran
4 Meningkatnya Persentase pendudL_Jk _ 2,45% 3,04% 75,92%
. miskin / tingkat kemiskinan
derajat
Kesejahteraan
sosial
5 Menurunnya risiko Indeks Risiko Bencana 158 165,12 95,49%
bencana
6 Meniqgkatnya Laju Pertumbuhan 5,43 3,21 59,12%
|nk|u3|f|l;ai| Ekonomi
gﬁgf‘:g“mi“ d :grah Indeks Gini 0,32 0,32 100%
Laju Inflasi 3,75 2,53 100%
7 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 72,10 67,27 93,30%
kualitas lingkungan  Hidup
hidup
8 Meningkatnya Persentase konektvitas 78,73% 98,81% 100%
konektivitas antar
wilayah
9 Meningkatnya Persentase pemukiman 79,00% 89,73% 100%
kelayakhunian layak huni
10  Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi 77 53,76 69,82%
kualitas tata kelola  Indeks Perilaku Anti Korupsi 3 N/A
pemerintahan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 89,86%
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Realisasi akhir RPIJMD 2016-2021 yakni tahun 2021 adalah sama dengan
realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 yang merupakan akhir masa periode

RPJMD 2016-2021. Realisasi akhir masa RPJMD sebesar 89,86% atau kategori
Tinggi.

1.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dikaitkan dengan Hasil
(Kinerja) yang telah Dicapai

Capaian Kinerja APBD Kabupaten Banjar tahun 2021 masuk dalam
Katagori Tinggi, ini dilihat dari komponen APBD Pendapatan daerah tercapai
98,09% atau sebesar Rp. 1.698.527.070.874,52 Dari pagu rencana pendapatan
sebesar Rp. 1.731.519.192.929,00 realisasi belanja 93,13% dari realisasi
sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 dari target belanja sebesar Rp.
1.860.342.573.854,41, realisasi Pembiayaan sebesar 102,02% atau Rp.
131.423.380.925,41 atas rencana pagu anggaran pembiayaan sebesar Rp.
128.823.380.925,41 sehingga terdapat Silpa anggaran senilai Rp.
97.504.653.844,63 dengan persentase rincian seperti Grafik di bawah ini :

LAPORAN REALISASI APBD
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021

2,000,000,000,000.00
1,800,000,000,000.00
1,600,000,000,000.00
1,400,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

800,000,000,000.00
600,000,000,000.00
400,000,000,000.00
200,000,000,000.00

0.00
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
BSeriesl  1,731,519,192,929.00 1,860,342,573,854.41 128,823,380,925.41
Series2  1,698,527,070,874.52 1,732,445,797,955.29 131,423,380,925.41

Dari komponen Pendapatan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan
yaitu ; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
yang Sah. Realisasi PAD 102,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.
212.958.509.185,00 dan realisasi sebesar Rp. 217.424.477.122,72, Dana
Perimbangan/transfer ditargetkan Rp 1.461.360.835.769,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.425.288.919.441,00 atau 97,53%. dan Lain-lain Pendapatan daerah yang
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Sah ditargetkan sebesar Rp. 57.199.847.975,00 terealisasi sebesar Rp.
55.813.925.000,00 atau 97,58% Dengan rincian persentase dapat dilihat pada
grafik berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2021

1,600,000,000,000.00
1,400,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00

800,000,000,000.00
600,000,000,000.00
400,000,000,000.00
200,000,000,000.00 - -
o PENDAPATAN ASLI PENDAPATAN m-I'AT
DAERAH TRANSFER PENDAPATAN YANG
SAH
B Seriesl ~ 212,958,509,185.00 1,461,360,835,769.00 57,199,847,975.00
M Series2  217,424,226,433.52 1,425,288,919,441.00 55,813,925,000.00

Komponen Belanja terealisasi sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 atau
93,13% dari pagu belanja sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41 Komponen Belanja
terbagi menjadi 4 objek yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak
terduga dan belanja transfer. Realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021

1,500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00

500,000,000,000.00

’ A ' Series2
y 4 Series1

0.00

BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA
OPERASI MODAL TIDAK TRANSFER
TERDUGA

W Seriesl 1,324,220,9 195,902,839 @ 5,000,000,0 335,218,769
M Series2  1,213,450,2 181,257,850 @ 4,813,007,9 332,924,665
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rata-rata pencapaian keuangan/APBD Kabupaten Banjar yakni 97,07%. Secara

Capaian kinerja sebesar 89,86% atau kategori Tinggi, berbanding lurus

anggaran yang digunakan telah diupayakan efesiensi anggaran sebesar 2,91%,

sehingga terdapat Silpa anggaran senilai Rp. 97.504.653.844,63.

Secara rinci Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021 tertuang

dalam tabel berikut :

Tabel 2.19 Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan

APBD kabupaten Banjar Tahun 2021

) APBD TA.2021 (per 31 Desember 2021)
No Uraian %
Anggaran Realisasi

1 2 3 4 §

1 |PENDAPATAN 1,731,519,192,929.00 1,698,527 070,674.52 909
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 212,958,500,185.00 217,424, 226,433.52 | 10210
3 Pendapatan Pajak Daerah 70,800,000,000.00 81,008,710,688.00 | 11442
4 Pendapatan Retribusi Daerah 6,921,706,174.00 5,921675,670.00 85.55
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22 740,580,338.00 5,596,447 089.00 2481
B Lain-tain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112 496,222 673.00 124,897 392 78652 | 111.02
7 | PENDAPATAN TRANSFER 1,461,360,835,769.00 1,425,288,919,441.00 97.53
8 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 1,094,121,797,000.00 1,087 ,869,392,558.00 99.43
9 Dana Bagi Hasil 139,582 484,000.00 155,987 40635300 | 111.75
10 Dana Alokasi Limum 674,081,401,000.00 674,081,401,000.00 | 100.00
1 Dana Alokasi Khusus 280,457,912,000.00 257,800,585,205.00 91.92
12 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 234,027,966,000.00 233,938 ,565,200.00 99.96
13 Dana Desa 216,543 607 ,000.00 216,454, 386,200.00 9.9
14 Dana Insentif Dagrah 17 484,179,000.00 17,484,179,00000 |  100.00
15 TRANSFER ANTAR DAERAH 133,211,052,769.00 103,430 961,683.00 T1.68
16 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 130,751,052, 769.00 101,030,961,683.00 7.5
17 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupatentota 2,450,000,000.00 2,450,000,000.00 | 100.00
18 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 37,199,847,975.00 33,813,925,000.00 97.58
19 Pendapatan Hibah 57,199,647.975.00 55,813,925,000.00 97.58
20 |BELANJA 1,860,342,573,854.41 1,732,445,797 955.29 9313
21| BELAMNJA OPERASI 1,324,220,964,120.01 1,213,450,273,846.94 .64
2 Belanja Pegawai TH3 845,924 13141 741,214,740,545.00 3.5
23 Belanja Barang dan Jasa 496,229 298 253 .00 430,853 010,521.93 8683
24 Belanja Hibah 39,678,332, 236.00 37,248 886,390.01 9388
25 Belanja Banfuan Sosial 4 467,400,500.00 4,133 627,390.00 9253
26 | BELAMJA MODAL 195,902,839,862.00 181,257 850,520.36 92.52
ki Belanja Tanah 2,425,000,000.00 1,121,108,448 .00 46.23
28 Belanja Peralatan dan Mesin 53,286,920,606.00 48,918,569,616.00 91.30
A Belanja (3edung dan Bangunan 48 845211177 .00 44,187 B46,711.59 9045
30 Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan 49,026,208 679.00 84,831,138,370.77 %A
Ell Belanja Aset Tetap Lainnya 2,319,499.400.00 2,199 387,374.00 .82
32 | BELAMJA TIDAK TERDUGA 5,000,000,000.00 4,813,007 998.00 96.26
¢ Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 4,813,007 998.00 96.26
M | BELAMNJA TRANSFER 335,218,760,872.00 332,924 665,590.00 9932
35 Belanja Bagi Hasi T,772,170,618.00 5,763 635,004.00 7416
] Belanja Baniuan Keuangan 327 446,599,254.00 327,161,030,586.00 9N
ar SURPLUS{DEFISIT) (128,823,380,925.41) (33,918,727 08A0.7TE) 26.33
35 |PEMBIAYAAN 128,823,380,925.41 131,423,380,925.41 | 10202
3| PEMERIMAAN PEMEIAYAAN 131,923,360,925.41 131,923,380,925.41 |  100.00
40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 131,923 38082541 131,923 380,925.41 100.00
41| PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3,100,000,000.00 500,000,000.00 1613
42 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2,600,000,000.00 0.00 0.00
43 Pembenan Pinjaman Daerah 500,000,000.00 300,000,000.00 | 10000
EE) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (0.00) 97,504 653,844.63

Sumber : data Keuangan BPKPAD Kabupaten Banjar..




BANJAR

BAHAN LPPD 2021
AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA

Capaian Kinerja keuangan perangkat daerah Tahun 2021, Secara detalil

dalam tabel berikut :

Tabel 2.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan perPerangkat

Daerah

NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI %

1 Sekretariat Daerah 38.994.534.505,00 35.129.854.702,00 90,09

2 Sekterariat DPRD 63,793,386,759.00 56,775,469,769.00 86.55

3 Inspektorat Daerah 10.524.719.513,00 9.608.165.518,00 91,29

4 Badan Perencanaan Pem- 11,993,442,369.00 11,369,102,768.00 96.04
bangunan, Penelitian dan
Pengembangan

5 Dinas Pendidikan 515.985.161.142,00 443.107.021.149,00 85,88

6 Dinas Kesehatan 244,700,557,194.00 215,247,787,125.95 84.06

7 Dinas Pekerjaan Umum dan 127,922,584,155.00 118,364,527,047.90 96.19
Penataan Ruang

8 Dinas Perumahan Dan 23.843.988.939,00 22.348.780.293,04  93.73
Permukiman

9 Satuan Polisi Pamong Praja 14.296.249.465,00 13.154.518.774,00 92.01

10 Badan Penanggulangan 7.464.533.481,00 5.335.214.788,00  71.47
Bencana Daerah

11 Dinas Sosial 8.123.774.523,00 7.413.726.591,00  91.26

12 Dinas Tenaga Kerja dan 4,817,501,658.00 4,409,867,227.00  94.70
Transmigrasi

13 Dinas Pengendalian Pen- 13,637,944,662.00 11,359,989,664.00 59.54
duduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

14 Dinas Ketahanan Pangan 4.928.046.379,00 4.290.852.136,00  87.07

15 Dinas Pertanahan 5.261.925.908,00 4.848.044.218,00  92.13

16 Dinas Lingkungan Hidup 36,266,134,645.00 34,450,625,194.96 103.37

17 Dinas Kependudukan dan 7.844.562.689,00 7,267,711,618.00 91.95
Pencatatan Sipil

18 Dinas Pemberdayaan 127.375.888.868,00 123.684.662.989,00 84.59
Masyarakat dan Desa

19 Dinas Perhubungan 8,791,630,018.00 7,929,145,875.00  99.55

20 Dinas Komunikasi, Informatika, 13,687,473,461.00 13,132,030,225.00  92.03
Statistik dan Persandian

21 Dinas Koperasi & Usaha Kecil 5.032.038.829,00 4.530.506.881,00  90.03
dan Menengah

22 Dinas Penanaman Modal & 6.894.113.568,00 6.416.191.054,00 93.07
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

23 Dinas Pemuda dan Olahraga 6,691,314,494.00 5,986,602,378.00 94.90

24 Dinas Kebudayaan dan 7,004,923,403.00 4,430,717,587.00  66.20
Pariwisata

25 Dinas Perpustakaan dan 4,690,481,625.00 4,277,200,181.00 91.02
Kearsipan

26 Dinas Perikanan 8,108,549,539.00 7,447,401,928.00 74.06

27 Dinas Tanamanan Pangan dan 28,695,618,158.00 27,292,725,996.00 88.79
Holtikultura

28 Dinas Peternakan dan 8,342,028,726.00 7,496,752,714.00 79.28
Perkebunan

29 Dinas Perindustrian dan 10,709,048,669.00 7,764,045,467.00 61.16
Perdagangan

30 Badan Pengelolaan Keuangan 1,773,976,511,484.41 1,243,686,644,436.00 46.16
dan Aset Daerah

31 Badan Kepegawaian Daerah 11,223,557,863.00 9,948,638,330.00 74.34
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

32 Badan Pendapatan Daerah 113,147,167,517.00 112,127,889,839.08  93.07

33 Rumah Sakit Umum Daerah 245,975,701,273.00 236,150,787,216.89  99.45
Ratu Zalecha

34 Badan Kesatuan Bangsa dan 8,314,381,127.00 7,799,082,335.00 95.21
Politik

35 Kecamatan (20 Camat) 118,994,416,733.00 101,975,942,342.40 84.73

Sumber : data Keuangan BPKPAD

>1.47 1%
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Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana tujuan dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai
keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga
sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai
indikator tujuan, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian
kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat
efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari
seluruh indikator tujuan menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada
realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja
dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi
anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada
realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan

disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.21 Pencapaian Anggaran.

No WML NDKATOR et REALL CRPAT  pacy peaione AR
SASI AN % AN %
1  Meningkatnya Angka Kriminalitas 8,44 7,00 100% 61,605,165097 56083455811 91.04%
nuansa kehidu- Persentase kesepa- 100% 100% 100%
pan beragama katan (FKUB) yang
masyarakat ditindaklanjuti
dalam kehidupan  Persentase potensi 100%  100% 100%
sehari-hari konflik SARA yang
diselesaikan
2 Meningkatnya Indeks Pembangu- 69,35 69,89 100% 1013352734103 900492197869 88.86%
kualitas sumber nan Manusia (IPM)
daya manusia Pertumbuhan 1,48 0,86 100% 21482507351  18627,/01282 86.71%
Penduduk
3 Menurunnya Tingkat 2,73 3,98 54,21% 4817501658 4409867227 91.54%
Tingkat  peng- Pengangguran
angguran Terbuka
4 Meningkatnya Persentase 2,45% 3,04% 75,92% 8123774523 7413726591 91.26%
derajat Kesejah- penduduk miskin /
teraan sosial tingkat kemiskinan
5 Menurunnyarisiko  Indeks Risiko 158 165,12 95,49% 7464533481 5335214788 71.47%
bencana Bencana
6  Meningkatnya Laju Pertumbuhan 5,43 3,21 59,12% 84976293179 74517237981 87.69%
inklusifitas Ekonomi
pertumbuhan Indeks Gini 0,32 0,32 100%
ekonomi daerah Laju Inflasi 3,75 2,53 100%
7  Meningkatnya Indeks Kualitas 72,10 67,27 93,30% 36266134645 34450625194 94.99%
kualitas Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup
8  Meningkatnya Persentase 78,73% 98,81% 100% 136714214173 126293672922 92.38%
konektivitas antar ~ konektivitas
wilayah
9  Meningkatnya Persentase 79,00% 89,73% 100% 23843933939 2348730293 93.73%
kelayakhunian pemukiman layak
huni
10 Meningkatnya Indeks Reformasi 77 53,76 69,82% 2249407046192 1686585746, 74.98%
kualitas tata Birokrasi
kelola Indeks Perilaku Anti 3 N/A

pemerintahan

Korupsi
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Analisa Efisiensi, yang disajikan dalam tabel berikut ini terkait dengan

atau lebih dari 100%.

Tabel 2.22 Efesiensi Anggaran

% PENYE- TK EFE-
NO TUJUAN/ INDIKATOR PAGU REALISASI RAPAN  TK EFESIENSI SIENSI
SASARAN KINERJA ANGGARAN ANGGARAN  ANGGA- (Rp) (%)
RAN
1 Meningkatnya Angka Kriminalitas 61,605,165097 560834565811 91.04% 5521709286  9.85%
nuansa kehidu- Persentase kesepa-
pan  beragama katan (FKUB) yang
masyarakat ditindaklanjuti
dalam kehidupan  Persentase potensi
sehari-hari konflik SARA yang
diselesaikan
2 Meningkatnya Indeks Pembangu- 1013352734103  900492,197,869 88.86% 112860536233 12.53%
kualitas sumber nan Manusia (IPM)
daya manusia Pertumbuhan 21482507351 18627,701,282 86.71% 284806069 15.33%
Penduduk
6  Meningkatnya Indeks Gini 84976293179 74517237981 87.69% 10459055198. 14.04%
inklusifitas - -
pertumbuhan Laju Inflasi
ekonomi daerah
8  Meningkatnya Persentase 136714214173 126293672922 92.38% 10420541250  8.25%
konektivitas antar ~ konektivitas
wilayah
9  Meningkatnya Persentase 23843988939 2348780293 93.73% 1495208646  6.69%
kelayakhunian pemukiman layak
huni

Terlihat hanya 9 dari 16 indikator tujuan menunjukkan pencapaian lebih dari 100%,
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Indikator tujuan yang berhasil dicapai
dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah
mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip
pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan
yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien

dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Ditandatangani secara elektonik aleh:

O Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar

p Sy Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT

Pembina Utama Madya
MNIP. 19700328 199503 1 001

Sespai dengan ketentuan perundang-undangen wang berlakw, surat ini telah
ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Eleltronil
[BSrE] sehingga tidak diperiukan tanda tangan dan stemple basah.

%

Dokuwmen ini teish ditandatangan secars elektronik yang aferbitkan cleh Balsl Serifikasl Efektronik (BSrE), BS5SN
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama : H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom
Jabatan : BUPATI BANJAR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian
ini dalam rangka mencapai target yang menjadi bagian kinerja rencana jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Martapura, 19 Oktober 2021
Bupati Banjar,

@V

H. SAIDI MANSYUR, S.I.LKom



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABUPATEN BANJAR

5 g : E Target
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Th. 2g021
1. | Meningkatnya nuansa Angka Kriminalitas Skor 8,44
kehidupan beragama
masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari
2. | Meningkatnya nuansa Persentase kesepakatan Persen 100
kehidupan beragama Forum Kerukunan Umat
masyarakat dalam kehidupan | Beragama (FKUB) yang
sehari-hari ditindaklanjuti
3. | Meningkatnya nuansa Persentase potensi Persen 100
kehidupan beragama konflik SARA yang
masyarakat dalam kehidupan | diselesaikan
sehari-hari
4. | Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Indeks 69,68
sumber daya manusia Manusia
S. | Meningkatnya kesehatan Tingkat Pertumbuhan Persen 1,49
reproduksi Penduduk
6. | Menurunnya tingkat Tingkat Pengangguran Persen 3,78
pengangguran Terbuka
7. | Meningkatnya derajat Persentase penduduk Persen 3,88
kesejahteraan sosial miskin
8. | Menurunnya risiko bencana | Indeks Risiko Bencana Indeks 158
9. | Meningkatnya Inklusifitas Laju pertumbuhan Persen 1,30
pertumbuhan ekonomi ekonomi
daerah
10. | Meningkatnya Inklusifitas Indeks Gini Indeks 0,32
pertumbuhan ekonomi
daerah
11. | Meningkatnya Inklusifitas Laju Inflasi Persen 3,01
pertumbuhan ekonomi
daerah
12. | Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Indeks 72,10
lingkungan hidup Lingkungan Hidup (IKLH)
13. | Meningkatnya konektivitas Persentase konektivitas Persen 78,73
antar wilayah
14. | Meningkatnya kelayakhunian | Persentase pemukiman Persen 79,00
layak huni
15. | Meningkatnya kualitas tata Indeks Reformasi Indeks 77,00
kelola pemerintahan Birokrasi (IRB)
16. | Meningkatnya kualitas tata Indeks Perilaku Anti Indeks 3,00

kelola pemerintahan

Korupsi




NO PROGRAM ANGGARAN
1 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp  130.309.594.025
2 |PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp 1.134.899.800
3 |PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN | Rp  123.223.711.796
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4 |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Rp 12.866.427.915
KESEHATAN
5 |PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN | Rp 528.079.800
MINUMAN
6 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rp 590.806.800
7 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rp 8.451.271.250
8 |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Rp 16.137.813.191
PENYEDIAAN AIR MINUM
9 |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR Rp 7.598.092.630
10 |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Rp 3.445.362.000
11 |PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Rp 8.183.186.364
12 |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rp 251.606.413
13 |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Rp 4.958.300.000
14 |PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rp 65.271.835.722
15 |PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rp 434.196.200
16 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Rp 692.523.400
17 |PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rp 734.544.100
18 |PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rp 3.243.320.600
19 |PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rp 344.365.100
20 |PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Rp 15.737.193.800
UMUM (PSU)
21 |PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Rp 3.665.443.310
22 |PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Rp 1.926.093.500
23 |PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN | Rp 327.889.600
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
24 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rp 2.050.845.400
25 |PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rp 439.203.000
26 |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Rp 5.409.900
27 |PROGRAM PENANGANAN BENCANA Rp 265.233.200
28 |PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Rp 167.986.500
20 |PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Rp 238.349.200
30 |PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rp 96.223.400
31 |PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN | Rp 35.230.100
PEREMPUAN
32 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rp 88.903.300
33 |PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rp 4.349.300
34 |PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Rp 3.111.700
35 |PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp 4.541.000
36 |PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK Rp 913.106.600
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
37 |PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Rp 494.702.450
PANGAN MASYARAKAT
38 |PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp 24.918.600
39 |PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Rp 43.712.500
40 |PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Rp 61.179.000
41 |PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN Rp 7.902.000
PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
42 |PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Rp 1.265.928.800
43 |PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Rp 69.444.200




NO PROGRAM ANGGARAN

44 |PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 140.314.500

45 |PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Rp 1.310.165.100
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

46 |PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rp 4.669.101.108

47 |PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | Rp 218.178.400
(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH

48 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN Rp 114.684.900
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

49 |PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Rp 198.890.800
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

50 |PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 56.077.500

51 |PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 19.793.159.700

52 |PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp 69.272.500

53 |PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rp 70.061.600

54 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Rp 187.267.450
KEPENDUDUKAN

55 |PROGRAM PENATAAN DESA Rp E

56 |PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Rp 80.961.200

57 |PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Rp  120.054.293.864

58 |PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, Rp 694.237.100
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

50 |PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rp 2.395.000

60 |PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rp 6.313.272.900

61 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA Rp 860.309.600
SEJAHTERA (KS)

62 |PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Rp 1.993.477.800
JALAN (LLAJ)

63 |PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rp 377.715.000

64 |PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Rp 4.090.601.400

65 |PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Rp 2.781.340.000

66 |PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Rp 17.787.700

67 |PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Rp 56.872.300

68 |PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Rp 47.955.900

69 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Rp 558.883.300

70 |PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, | Rp 182.098.100
DAN USAHA MIKRO (UMKM)

71 |PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Rp 109.330.200

72 |PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rp =

73 |PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rp 174.042.600

74 |PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp 335.703.200

75 |PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Rp 5.978.700
PENANAMAN MODAL

76 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Rp 638.067.300

77 |PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Rp 1.945.034.800
KEOLAHRAGAAN

78 |PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Rp 120.243.900

79 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Rp 10.537.200
PENGAMANAN INFORMASI

80 |PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Rp 435.750.200

81 |PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Rp 31.548.200

82 |PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Rp 457.494.200

83 |PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rp 502.633.600

84 |PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Rp 265.082.800




NO PROGRAM ANGGARAN
85 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp 47.197.100
86 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp 1.597.339.500
87 |PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN Rp 41.183.500
88 |PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp 203.934.350
89 |PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rp 892.730.900
90 |PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Rp 487.748.700
91 |PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN Rp 276.783.500
EKONOMI KREATIF
92 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Rp 1.495.247.588
93 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Rp 3.550.241.068
PERTANIAN
94 |PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Rp 192.835.900
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
95 |PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Rp 59.425.500
PERTANIAN
96 |PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Rp 1.245.424.000
97 |PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp 3.916.000
98 |PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rp 311.877.100
99 [PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK Rp 232.613.000
DAN BARANG PENTING
100 |PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp 477.000
101 |PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rp 75.897.600
102 |PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM Rp 24.125.500
103 |PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Rp 1.810.806.200
104 |PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI Rp 5.546.500
105 |PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Rp 52.322.400
106 |PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp 6.311.818.368
107 |PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp 1.034.866.300
108 |PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Rp 1.663.355.000
109 |PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Rp 2.360.627.000
PEMBANGUNAN DAERAH
110 |PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN Rp 2.284.292.200
PEMBANGUNAN DAERAH
111 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp 223.427.501.400
112 |PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Rp 581.032.500
113 |PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 1.314.487.700
114 |PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 1.523.879.400
115 |PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp 2.920.487.600
116 |PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 632.944.500
117 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Rp 1.381.375.000
118 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN Rp 675.600.000
119 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN| Rp 10.269.395.315
PUBLIK
120 |PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Rp 9.242.372.400
121 |PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 275.294.741
122 |PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 304.220.600
123 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA| Rp 16.372.800
124 |PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER Rp 22.407.800
KEBANGSAAN
125 |PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA | Rp 1.193.969.700
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
126 |PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Rp 263.016.400

KEMASYARAKATAN




NO PROGRAM ANGGARAN

127 |PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN Rp 107.517.500
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

128 |PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Rp 185.151.600
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

129 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp 216.946.000

130 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp 993.218.310.036

KABUPATEN/KOTA

Martapura, 19 Oktober 2021
Bupati Banjar,

KV

H. SAIDI MANSYUR, S.I.LKom




BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategi untuk

perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan
penyesuaian terhadap ukuran keberhasilan yang tertuang dalam
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48406);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



	cover LPPD 2021 @BAHAN LKJ_BAB2all.pdf (p.1)
	LPPD 2021 @BAHAN LKJ_BAB2_reviu itda.docx.pdf (p.2-51)
	PK Perubahan 2021 (iku perbup 48 2021).pdf (p.52-57)

